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Semakin kompleksnya tatanan kehidupan masyarakat semakin banyak
pula permasalahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun,
Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluh
kesah (personal grievace) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam
mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal
dengan constitutional complaint. Berkaitan dengan hak konstitusional, dalam
Islam magasid al-syariah juga memiliki tujuan untuk melindungi hak dari
setiap mukalaf yang dalam kesulitan dan haknya terancam. Tujan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan constitutional complaint
dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mengetahui konsep
penerapan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi
Indonesia. Serta, mengetahui pandangan magasid al-syariah mengenai
constitutional complaint dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Penelitan yang penulis lakukan termasuk library reseach (penelitian
kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan
data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang
berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah deskriptif-analisis dan yuridis-normatif dengan memaparkan data yang
berkaitan dengan pokok pembahasan dan menganalisis menggunakan teori-
teori yang sudah disiapkan. Dan memberikan penilaian pada suatu hukum
dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya mekanisme
constitutional complaint dapat mewujudkan checks and balances dengan
membatasi penguasa supaya tidak berlaku sewenang-wenang agar menjamin
hak-hak konstitusional warga negara dan apabila tindakan pejabat telah
menyederai hak konstitusional warga negara negara memiliki mekanisme
sebagai wadah untuk warga negara mendapatkan kembali hak
konstitusionalnya. Penerapan konsep pengaduan konstitusional dapat
menggunakan amandemen ke-5 UUD 1945, perubahan UU MK, dapat juga
melalui penafsiran hakim yang berwenang. Maqasid al-syariah berusaha
menjaga kemaslahatan hak konstitusional dengan memberikan alternatif
untuk keluar dari permasalahan yang merusak hak manusia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3 yang
menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai
negara hukum (rechtstaat), Indonesia menjadikan konstitusi negara
sebagai hukum yang tertinggi dalam penyeleggaraan pemeritahan dan
kekuasaan. Negara hukum yang memiliki tingkat revolusiner yang relevan
dengan perkembangan zaman dapat menjadikan jati diri negara hukum
tetap konsisten. Dengan dibantu oleh elemen-elemen yang terdiri dari
masyarakat dan institusi di negara tersebut.*

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, Indonesia menggunakan teori
John Lock vyaitu Trias Politica, di mana kekuasaan penyelenggaraan
kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekuif (lembaga kepresidenan),
legislatif (DPR), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Sedangkan dalam
figh siyasah, Abdul Kadir Audah menyebutkan lima cabang kelembagaan,
yaitu:
1. Al-Sultah al-Tanfiziyah (eksekutif)
2. Al-Sultah al-Tasyri’iyah (legislatif)

3. Al-Sultah al-Qada’iyyah (yudikatif)

! Hanifudin Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan
Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Volksgeist, Vol Il, no. 1, 2019, him. 42.



4. Al-Sultah al-Maliyah (bank sentral)
5. Al-Sultah al-Mu’ragabah (lembaga pengawasan).?

Lembaga yang pertama dipimpin oleh imam, lembaga kedua
dipegang oleh ulil amri, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim,
lembaga keempat dipegang oleh imam, dan lembaga kelima yaitu
pengawasan dipegang oleh ahlu syura’, ulama, dan fuqaha. Lembaga-
lembaga tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan kewenangannya
dibatasi oleh undang-undang. Jika lembaga yang di bawah pemerintah
pusat tidak tunduk dan patuh maka akan terjadi tumpang tindih
pelaksanaan kewenangan.®

Konsep negara hukum (rechsstaat) memiliki prinsip yang harus
benar-benar harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi unsur-unsur
negara hukum salah satunya yaitu: perlindungan terhadap HAM.* Maka
diperlukan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hak konstitusional.

Kewenangan kekuasaan kehakiman tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1) yaitu
“Kekuasaan yang merdeka untuk menyelengakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan”. Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan

beberapa ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

2 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), him. 77.

* Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Volksgeist: Jurnal limu Hukum dan
Konstitusi, Vol. 3, no. 2, 2020, him. 102. DOI: https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184.

* Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta
Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia », Jurnal Islamica, Vol. 11, no. 1, 2014, him.
56.



Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan
mengadili mengenai konstitusi negara dibutuhkan di sebuah negara
hukum, di mana negara hukum menjunjung tinggi supremasi konstitusi.
Dalam fikih siyasah lingkup yang mengatur mengenai undang-undang atau
lembaga legislatif dan lembaga kekuasaan kehakiman dikenal dengan
istilah fikih siyasah tasri’iyah dan fikih siyasah gada’iyah.

Dalam pelaksanaan undang-undang tidak semua masyarakat
merasa diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Beberapa
golongan atau individu dari masyarakat merasa hak konstitusionalnya
dicederai dengan adanya undang-undang yang tidak selaras dengan
konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memuat
hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Jika
hak konstitusi itu dilanggar oleh produk hukum, maka ada mekanisme
tersendiri untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak konstitusi harus
ada perlindungan yang nyata dan benar-benar mampu menjamin dan
melindungi hak-hak dasar warga negara.

Jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan, maka negara menyediakan lembaga yang bertugas untuk

mengadili dan memeriksa permohoan yang masuk karena ketidakpuasan

® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.



atau karena warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan.
Lembaga yang dimaksud adalah lembaga Peradilan Konstitusi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sudah membentuk
peradilan konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang
dibentuk setelah amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945. Pengadopsian ide Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia
1945. Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama di dunia yang pada
abad ke-21 membentuk Mahkamah Konstitusi.®

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah pengawal
konstitusi (the guardian of constitution), penafsir akhir konstitusi (the final
of constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy),
pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s
cosntitutional rights), dan pelindung hak-hak asasi manusia (the protector
of human rights). Sehingga kewenangan yang diberikan undang-undang
kepada Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan pelanggaran terhadap
hak-hak konstitusional warga negara yang sebagaimana terdapat dalam
Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi.’

® Asemaeny Aziz dan Izlindawati, Constitutional Complaint dan Constitutional Question
dalam Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), him. 65.

" Kristian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint
(Banten: Anlmage, 2017), him 4.



Menurut Sajipto Raharjo, komunitas hukum di Indonesia yang
diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih
lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum
yang begitu komplek, hal itu berimplikasi terhadap lambannya penegakan
hukum. Keterpurukan hukum yang terjadi saat ini akibat dari tidak
optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (legal structure,
legal substance, legal culture), serta masih begitu rendahnya kesadaran
hukum di kehidupan masyarakat.®

Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara terbilang
masih banyak terjadi. Hal ini dikarenakan tiga sebab, yaitu: pertama,
penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan tertentu memiliki
kesempatan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, banyak
ketentuan hukum yang membutuhkan penafsiran dalam pelaksanaan
secara nyata di lapangan. Karena penafsiran dari aparat dapat saja keliru
sehingga mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara.
Ketiga, salah satu ciri negara modern adalah negara kesejahteraan (walfare
state) yang memberikan kebebasan dalam bertindak kepada pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C
Avyat (1) disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu:

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

8 Kristian, Kewenangan Mahkamah Konstitusi,...: 5.



Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai poltik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, dalam rumusan di atas masih banyak menimbulkan
multitafsir dan multi-interpretasi terhadap wewenang Mahkamah
Konstitusi.” Menurut mantan hakim konstitusi H.M Laica Marzuki,
Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluh
kesah (personal grievace) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam
mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal
dengan constitutional complaint, karena Mahkamah Konstitusi tidak
memiliki wewenang atas itu.

Constitutional complaint secara substanstif adalah bagian dari
pengujian konstitusional karena yang menjadi isu dalam constitutional
complaint  adalah undang-undang. Constitutional complaint atau
pengaduan konstitusional adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah
Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Constitutional complaint merupakan
metode untuk memperjuangkan agar hak-hak seseorang tidak tercederai
oleh tindakan negara. Biasanya tuntutan di arahkan kepada pasal-pasal
atau ayat-ayat dari suatu undang-undang.°

Di Indonesia memang belum dirancang mengenai sistem

pengaduan konstitusional ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa

% Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia (T.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006), him. 12.

10 Zaka Firma Aditya, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara
Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, Unnes Law Joural,
Vol. Il1, no. 1, 2014, him. 39.



kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk ke ranah
pengaduan konstitusional.*! Dan masih banyak lagi permohonan yang
masuk ke Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat
constitutional complaint. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kebanyakan
menolak perkara, karena tidak ada kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelusuran surat maupun permohonan yang
diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, ada
48 permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk contitutional
complaint. Jumlah ini tiga kali lipat jumlah permohonan judicial review
yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama.'? Data lain
yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir Desember
2010 terdapat 30 permohonan yang secara substansial merupakan
permohonan constitutional complaint.

Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diajukan
ke Mahkamah Konstitusi atau di luar jalur penyelesaian hukum lain ideal
diselesaikan melalui prosedur constitutional complaint, namun saat ini
kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di

luar lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan

" Heru Setiawan, “Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan
Mahkamah Konstitusi”, Lex Jurnalica, Vol. XIV, no. 1, April 2017, him. 12.

2 Gugu El Guyanie, “Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia”, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. Ill, no. 1,
Tahun 2013, him. 180.



kewenangan ini untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena
adanya masalah pelanggaran hak.*?

Dalam menjaga hak-hak manusia, dalam Islam dikenal dengan
magqasid al-syariah. Maqgasid al-syariah berbicara mengenai hak-hak
manusia untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Ketika seseorang
dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, memaksa dan dalam keadaan
sulit, maka magqasid al-syariah ini memberikan jawabannya. Karena dalam
pengaplikasiaannya maqasid al-syariah menggunakan skala prioritas,
sehingga mas/ahah yang diberikan syara adalah masiahahyang tertinggi.

Karena semakin kompleksnya masalah yang ada saat ini tentu
perlu adanya peninjauan dari segi keislamannya agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam menangani suatu masalah. Adanya suatu putusan
dari pihak yang berwenang tentu bukan tanpa suatu tujuan. Tujuan adalah
untuk menjaga hak-hak manusia, salah satunya adalah hak kontitusional
warga negara. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya Mahkamah
Konstitusi ditujukan untuk menguji undang-undang yang tidak sesuai
dengan Undang-Undang Dasar atau merugikan hak konstitusional warga
negara.

Magqasid al-syari’ah sendiri pengertian secara khususnya adalah
substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.
Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki

substansi constitutional complaint. Magasid al-syari’ah juga merupakan

13 Asemaeny Aziz dan Izlindawati, Constitutional Complaint dan Constitutional
Question dalam Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), him. 200.



sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariat Islam dengan
memperbolehkan atau melarang suatu aturan lain. Magasid al-syari’ah
menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Seperti untuk
meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan sebagai takwa, maka dalam
rangka meningkatkan ketakwaan dapat memahami dengan adanya perintah
untuk shalat, puasa dan berdzikir dan lain sebagainya.*

Semua hukum memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya.
Baik itu berupa hadis, nash dalam al-Quran atau figih. Akan terlihat bahwa
semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.
Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi

umat manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:*

=P

% /Lou AP 4 % % Lo/ c/s T~

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

Jadi maqasid al-syari’ah adalah konsep untuk mengetahui maksud
atau hikmabh (nilai-nilai dan sasaran syara’yang tersurat dan tersirat dalam
al-Quran dan Hadits).

Magasid dalam kajian Islam sangat penting peranannya. Tentu ini
terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari hukum atau syariah itu
sendiri. Dalam maqasid al-syari’ah terdapat 5 (lima) tingkatan
penjagaan/pemeliharaan, yaitu: hifz al-din, hitz al-nafs, hitz al-aql, hitz al-

nasl, hifz al-mal. Dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi

14 Jasser Audah, Al-Magashid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), him. 4.
1> QS. Al-Anbiya (21): 107



di mana manusia bukan hanya warga lokal (local citizen), melainkan
sudah menjadi warga dunia (world citizen) magasid juga berkembang
mengikuti tradisi. Menurut Jaser Auda setidaknya ada beberapa kritikan
yang disajikan oleh para ahli teori maqgasid al-syari’ah terdapat klasifikasi

keniscayaan magqasidtradisional, yaitu:

a. Teori maqasid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari
suatu kelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu.

b. Magqgasid tradisional masih berkutat di seputar individu, belum
menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia.

C. Magqasid tradisional tidak masuk nilai-nilai fundamental, seperti:
keadilan (a/-‘adl) dan kebebasan (al-hurriyyah)

d. Magasid tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum

dari sumber-sumber syariat: al-Quran dan sunnah.®

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersubtansi constitutional complaint. Seperti
Putusan MK Nomor  46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor
18/PUU-VI111/2010. Putusan MK Nomor 46/PUU-VI1/2010 merupakan
putusan dari permohonan pemohon yaitu Aisyah Mochtar alias Machica
binti Mochtar lbrahim atau yang familiar dengan panggilan Machica
Mochtar. Dalam permohonannya tersebut dia mengajukan judicial review

dikarenakan anak laki-lakinya yang lahir karena perkawinan siri dengan

18 Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah (Bandung: Mizan,
2015), him. 36.
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Moerdiono tidak diakui oleh negara. Karena, Pada Pasal 43 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan pada Pasal 28B
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pemohon yang beragama
Islam telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Islam.
Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah. Hanya saja
dalam UU perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan
tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu
dan keluarga ibunya. Namun, karena perkawinan pemohon tidak sesuai
dengan norma hukum maka hilang status hukum perkawinan pemohon dan
anak pemohon.

Dengan adanya peraturan tersebut pemohon merasa dirugikan hak
konstitusional pemohon dan anaknya. Karena anaknya tidak jelas status
hukumnya dan sulit untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga pemohon
mengajukan permohonan judicial review. Dan berakhir dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-V11/2010 yang
dengan amar permohonan dikabulkan sebagian. Yaitu, Pasal 43 Ayat (1)
UU Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan dari luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarganya”. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang
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dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga pada ayat tersebut harus dibaca:
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.'’

Dengan dikabulkan permohonan uji materi pasal tersebut maka
status anak Pemohon sudah diakui oleh negara dan tidak ada lagi anak
yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya
akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Maka setiap anak di
Indonesia dapat melanjutkan masa depannya sama seperti anak-anak yang
lainnya.*®

Permohonan ini menurut penulis bersubstansi constitutional
complaint karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 43 Ayat (1) sebenarnya dibutuhkan namun di sisi lain merugikan hak
konstitusional warga negara sehingga warga negara tersebut mengajukan
judicial review terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Juga
pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan
sirrinya dengan Moerdiono yang pada waktu itu merupakan seorang

pejabat negara. Karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai

17 putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010
'8 Didi Syafirdi, “Kisah Machicha Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK.
www.merdeka.com, diakses 8 Desember 2020.
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kewenangan constitutional complaint sehingga dilakukan pengujian
undang-undang.

Pada putusan lain, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-VI11/2010 Pemohon merupakan seorang figur pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau yaitu Huzrin Hood yang mencalonkan diri dalam
Pilkada Gubernur di Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor
28/kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Keputusan
KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/kpts/KPU-Prov-031/2010
tentang Penetapan Presentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
untuk pencalonan dari partai poitik dan gabungan partai politik dalam
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun
2010. Pemohon merupakan mantan napi yang telah dibebaskakan pada
tanggal 3 November 2005. Lalu pemohon berkehendak memulihkan nama
baik pemohon dengan cara mengabdi kepada masyarakat dan negara
dengan mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau. Akan tetapi
dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V11/2009
tanggal 24 Maret 2009 pemohon merasa terhalang dan secara politis
Pemohon menjadi tetap terhukum karena belum sampai lima tahun keluar
dari tahanan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai

proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010. Dengan adanya pembatasan
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secara bersyarat itu pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya yang
merupakan figur sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.*®

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hakim memberikan
Amar putusan yaitu permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena
substansi dari permohonan pemohon adalah constitutional complaint yang
di mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk
memeriksa dan mengadili permohonan constitutional complaint.

Dari putusan-putusan di atas, para pemohon meminta hak
konstitusional mereka terjamin oleh negara. Dengan magqasid al-syari’ah
tersebut maka akan ditemukan bahwa kebijakan tersebut mengandung
kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia di dunia bahkan sampai ke
akhirat. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VII1/2010 pemohon
memperjuangkan hak anaknya yang dalam maqasid al-syari’ah disebut
sebagai fifz al-nasl  atau menjaga  keturunan, serta pemohon
memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dalam
magqasid al-syariah disebut sebagai hifz al-agl atau menjaga akal. Karena
dengan pendidikan akal seseorang akan terjaga dan masa depan seseorang
akan lebih baik.

Standar cara tercapainya kemaslahatan adalah dengan pemenuhan
kebutuhan. Terutama kebutuhan primer setelah itu kebutuhan sekunder.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa magasid al-syari’ah

berfokus untuk melindungi kebutuhan primer yang apabila kebutuhan

9 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V11/2010.
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primer tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan terganggu
kehidupannya dan mengancam kelansungan hidup mereka.

Secara konstitutif constitutional complaint  tidak menjadi
kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun
dalam perjalanannya justru banyak permohonan  bersubstansi
constitutional complaint yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal
ini menandakan adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia terhadap
kewenangan constitutional complaint, maka yang patut menjadi perhatian
lalah bagaimana konsep penerapan yang baik apabila Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia diberikan wewenang constitutional
complaint. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk membahas mengenai
Kewenangan Constitutional ~Complaint dalam Melindungi  Hak

Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqgasid al-Syari’ah

B. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang
dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam
penelitian.?
1. Kewenangan berasal dari kata wewenang yaitu hak dan kekuasaan
untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat putusan, memerintah

dan melimpahkan kepada orang lain.?* Sedangkan kewenangan itu

% Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, Pedoman Penulisan
Skripsi (Purwokerto: STAIN Press, 2014), him. 4.

2! La Ode Husein dan Husni Thamrin, Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan
Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan (Makassar: CV. Social Politic
Genius (SIGn), 2017), him. 28.
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sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu.?

Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional dapat
diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan
oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau
kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya
hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.?
Hak konstitusional adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah
hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusional itu harus
dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai
dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental)

Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai
keterikatan timbal balik dengan negaranya. Seseorang dapat menjadi
warga negara apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh suatu negara.*

Magqasid al-syari’ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan
hukum-hukum partikular untuk merealisasikan dalam kehidupan

manusia. Baik berupa perintah atau larangan.® Dalam penelitian ini,

%2 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Menguatkan Mekanisme
Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah
Konstitusi (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), him. 8.

¢ Baso Madiong, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education (Makassar:
Celebes Media Perkasa, 2017), him. 35.

% Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Magashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual
dan Aliran Liberal, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), him. 17.
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penulis menganalisis 3 jenis magasid yang merupakan bagian dari
magqasid al-daruriyat, yaitu menjaga jiwa, menjaga keturunan dan
menjaga akal.

6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk
menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang

dimiliki.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sudah dipaparkan diatas maka dapat
ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan constitutional complaint dalam melindungi
hak konstitusional warga negara pada Putusan MK Nomor 46/PUU-
V111/2010 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-VI11/2010?

2. Bagaimana konsep penerapan kewenangan constitutional complaint
oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia?

3. Bagaimana upaya perlindungan hak konstitusional warga negara

melalui magqasid al-syari’ah?

. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan
a. Untuk mengetahui kewenangan constitutional complaint dalam

melindungi hak konstitusional warga negara.
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b. Untuk mengetahui konsep penerapan kewenangan constitutional
complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

c. Untuk mengetahui pandangan maqgasid al-syariah mengenai
constitutional complaint dalam melindungi hak konstitusional
warga negara.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah

pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan constitutional

complaint dalam menjaga hak konstitusional warga negara dari
perspektif magqasid al-syari’ah dan konsep penerapan constitutional
complaint di Mahkamah Konstitusi. Serta untuk menjadi sebuah

rujukan yang berguna bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis menggunakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, buku-buku yang berkaitan
dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi.

Skripsi dari Muhammad Ardi Langga (Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul
“Contitutional Complaint dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan
Siyasah”. Dalam skripsinya dia menyajikan kajian komparatif antara

politik hukum nasional dengan fikih siyasah mengenai constitutional
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complaint. Perbedaan dari apa yang saya teliti adalah saya mengkaji
constitutional complaint dalam perspektif magasid al-syari’ah dalam
upaya melindungi hak konstitusional warga negara dengan constitutional
complaint.?

Skripsi dari Faisal Muhammad Safi’i (Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul “Penguatan Fungsi Mahkamah
Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui
Constitutional Complaint”. Dalam skripsinya tersebut, dia memaparkan
constitutional complaint secara umum melalui pandangan hukum yang ada
di Indonesia. Sedangkan apa yang saya teliti menggunakan pandangan
magqasid al-syari’ah dan konsep penerapan constitutional complaint
apabila diterapkan di Mahkamah Konstitusi RI.?’

Skripsi Okky Aliftka Nurmagulita (Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul
“Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional
Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia”. Dalam skrispsinya tersebut, Okky menyoal mengenai
kewenangan constitutional complaint perspektif maslahah mursalah.

Sedangkan dalam penelitian ini saya membahas constitutional complaint

% Muhammad Ardi Langga, “Contitutional Complaint dalam Perspektif Politik Hukum
Nasional dan Siyasah”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

%" Faisal Muhammad Safi’i, “Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung
Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint”, Skripsi, Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
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dalam perspektif maqgasid al-syari’ah yang di mana fokusnya adalah untuk

membahas maksud dari adanya constitutional complaint.?®

Negeri

Skripsi Najichah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul

“Constitutional

Complaint Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak

Konstitusi di Indonesia”. Dalam skripsinya, Najichah dalam skripsinya

membahas mengenai politik hukum dan pijakan politik hukum nasional

dalam konsep constitutional complaint.?

Tabel perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya

Perbedaan
No Nama/Judul Persamaan Penelitian Rencana
sebelumnya penelitian
1. | Muhammad Ardi | Meneliti Menyajikan Membahas
Langga (2018) pengenai studi mengenai
Contitutional kewenangan komparatif kewenangan
Complaint dalam | constitutional | antara hukum | constitutional
Perspektif Politik | complaint positif complaint dalam
Hukum Nasional (nasional) perspektif
dan Siyasah dengan  fikih | maqasid al-
siyasah syari’ah  dalam
upaya
perlindungan hak
konstitusional
warga negara
2. | Faisal Meneliti Membahas Membahas
Muhammad Safi’i | kewenangan secara umum | kewenangan
(2018)/ constitutional | kewenangan constitutional
Penguatan Fungsi | complaint constitutional | complaint dalam
Mahkamah Mahkamah complaint melindungi  hak
Konstitusi Konstitusi dan | melalui konstitusional

% Okky Alifka Nurmagulita, “Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak
Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”,

Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

 Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan
Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”, Skripsi,Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2012.
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sebagai Pelindung | perlindungan pandangan warga negara dan
Hak hak hukum konsep penerapan
Konstitusional konstitusional | nasional  dan | constitutional
warga negara warga negara kondisi  sosial | complaint

melalui warga negara. | apabila
Constitutional diterapkan di
Complaint MKRI

Okky Alifka Meneliti Fokus Membahas
Nurmagulita kewenangan penelitiannya | mengenai

(2019)/ constitutional | adalah constitutional
Constitutional complaint dan | constitutional | complaint dalam
Complaint perlindungan complaint melindungi  hak
sebagai hak dalam constitutional
Perlindungan Hak | konstitusional | perlindungan complaint
Konstitusional warga negara | hak perspektif

Warga Negara konstitusional | magasid al-
dalam warga negara | syari’ah dan
Kewenangan dalam konsep penerapan
Mahkamah kemaslahatan | contitutional
Konstitusi umat complaint
Republik

Indonesia)

Najichah (2012)/ | Menelisik Membahas Membahas
Constitutional kewenangan mengenai mengenai
Complaint Mahkamah politik hukum | constitutional
Perspektif Politik | Konstitusi constitutional | complaint dalam

Hukum: Menyoal
Keadilan Hukum
dan Hak
Konstitusi di
Indonesia

complaint dan
maslahah hak
konstitusional
warga negara.

perspektif
maqasid al-
Syari’ah dan

penerapan konsep
constitutional
complaint apabila
diterapkan di
MKRI

21




F. Metodologi penelitian
Metodologi penelitian dalam hal ini adalah unsur yang mutlak
harus dalam dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan,® dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian libary research (penelitian
kepustakaan) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya bersumber
dari kepustakaan.®* Dalam metode penelitian hukum, library research
merupakan metode penelitian hukum doktrinal melakukan penelitian
melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luar.* Sehingga
dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber-
sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok
penelitian yaitu berkaitan dengan constitutional complaint yang dilihat
dari perspektif maqgasid al-syari’ah.
2. Pendekatan penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian
deskriptif-analisis  yaitu penelitian dengan memaparkan dan
menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan,
kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori

yang sudah disiapkan seperti konsep-konsep hukum (analyse van

%0 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1989), him. 6.

31 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT.
Rinceka Cipta, 2006), him. 129.

%2 Nurul Qamar, dkk, Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods (Makassar:
CV.Social Politik Genius (SIGn)), him. 8.
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juridische gegevens) yang mencangkup pengertian-pegertian hukum
(de rechtsbegrippen), norma-norma hukum (de rechtsnormen) dan
sistem hukum (hetrechtssysteem).®® Selain itu penelitian ini juga
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pengkajian ilmu
normatif, jadi untuk memberikan penilaian pada suatu hukum salah
satu cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan ilmu-ilmu
sosial untuk mengilmiahkan ilmu hukum melalui penggunaan metode
yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk selanjutnya langkah-
langkah yang ditempuh adalah normatif.**
3. Sumber data
Dalam penelitian hukum normatif bersifat penelitian
kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder. Data
sekunder di bidang hukum dipandang dari segi mengikat digolongkan
menjadi dua, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010,
Putusan MK Nomor 18/PUU-V1I11/2010, Syekh Abi Ishaq asy-

Syatibi “al-Muwafagat i Usul al-Syari’ah’, Yusuf al-Qaradawi

% Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
(Depok: Kencana, 2018), him. 180.

% Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013),
him. 11.
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“Fikih Magashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual
dan Aliran Liberal”.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat
data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku yang
berkaitan, jurnal penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel
mengenai hukum, dan lain sebagainya.
4. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah
metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan
variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku,
transkip, catatan, majalah manuskrip, surat kabar, dan lainnya.*®
5. Analisis data
Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif,
yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis, atau lisan. Dalam metode ini berpikir secara induktif yaitu
fakta-fakta yang konkrit dari peristiwa khusus ditarik generelasi yang
mempunyai sifat umum.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara

umum. Bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai

% Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, ..., him. 12.
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permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari 5
(lima) bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Dengan demikian
penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi,
sebagai berikut:

Bab | adalah pendahuluan yang berisi tentang  beberapa
pembahasan, antara lain: latar belakang masalah yang merupakan alasan-
alasan munculnya masalah yang akan diteliti yang berisi tentang das solen
dan das sein dari permasalah yang terjadi. Kemudian, definisi operasional,
yang merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam
penulisan ini agar fokus pada topik pembahasan. Setelah itu ada rumusan
masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dalam
bentuk pertanyaan. Kemudian manfaat penelitian, yaitu manfaat dari
penelitian ini. Lalu kajian pustaka, atau sering disebut juga telaah pustaka
yaitu berisi tentang teori-teori yang terdapat diliteratur-literatur dan
penelitian-penilitian terdahulu. Kemudian metode penelitian yaitu
merupakan metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan selama
penelitian ini berlansung dan cara-cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan atau sistematika
penulisan, yaitu sistematika dari penulisan penelitian ini agar penulisan
runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Bab 11, pada bab kedua ini disajikan mengenai landasan teori yang

digunakan dan dijelsakan mengenai teori-teori yaitu konstitusi dan
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konstitusionalisme, konsep Mahkamah Konstitusi dalam  sistem
ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Serta jenis putusan Mahkamah Konstitusi serta konsep magasid al-
syariaha.

Bab Il1l, pada bab ketiga ini berisi analisis penulis mengenai
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersubstansi contitusional
complaint di Indonesia. Dan penulis menggunakan dua putusan yang
menurut penulis putusan tersebut bersubtansi constitusional complaint.
Yaitu Putusan Mahkamah Konsttusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V111/2010

Bab IV, pada bab keempat ini penulis menganalisis mengenai
magqasid al-syariah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Kontitusi
yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan
upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui magasid al-
syariah.

Dan yang terakhir adalah Bab V, yang berisi kesimpulan, saran dan
penutup. Pada kesimpulan berisi jawaban dari pokok permasalahan yang
dikaji dalam penelitian atau secara sederhana menjawab rumusan masalah
yang sudah dibuat. Sedangkan saran adalah harapan dari penulis agar

penelitian ini dapat bemanfaat untuk penulis.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dijabarkan
oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang kewenangan pengaduan konstitusional memang
belum ada. Namun hakim bisa mengupayakan untuk memeriksa dan
memutus pengaduan konstitusional agar dapat menjadi yuresprudensi.
Sehingga warga negara mendapatkan keadilan dari kediktatoran
penguasa. Constitutional complaint baru dapat diterima (admissibel)
apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan
tersebut telah dilalui (exhausted). Constitutional complaint menjadi
solusi yang paling banyak ditempuh oleh warga negara dalam mencari
keadilan atas basic right/fundamental rights. Dalam mewujudkan
checks and balances, constitutional complaint membatasi penguasa
untuk berbuat kesewenang-wenangan dan tentunya menjamin akan
hak-hak konsitusional warga negaranya agar terlindungi dari perbuatan
pemerintah yang tidak mengandung keadilan.

2. Ada beberapa alternatif penerapan konsep constitutionl complaint di
Indonesia, yaitu: dengan melakukan amandemen ke 5 Undang-Undang
Dasar 1945 dengan memasukkan kewenangan constitutional complaint

di dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
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Perubahan juga dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan MK
kewenangan constitutional complaint. Dapat juga melalui judicial
interpretation yaitu interpretasi atau penafsiran oleh hakim dan
peradilan yang berwenang melakukan hal tersebut adalah Mahkamah
Konstitusi. Hal ini dikuatkan oleh para ahli hukum tata negara yang
menginginkan constitutional complaint masuk ke dalam wewenang
Mahkamah Konstitusi tanpa melalui perubahan konstitusi, cukup
melalui penafsiran hakim.

. Magqasid as-syariah berkaitan dengan muatan dan hakikat dalam
proyeksi untuk mengejawantahkan hukum Tuhan demi kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini as-Syatibi membagi
magqasid as-syariah  menjadi tiga tingkatan: yaitu, daruriyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat. Kemashlahatan umat dalam maqashid as-
syari’ah atau biasa disebut kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum)
yaitu: hifz ad-din (melindungi agama), Aifz an-nafs (melindungi jiwa),
hitz al-aql (melindungi pikiran), Aifz al-mal (melindungi harta), hitz

an-nasl (melindungi keturunan).
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B. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang
dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Karena sudah banyak perkara pengujian undang-undang yang
bersubstansi pengaduan konstitusional masuk ke Mahkamah Konstitusi
maka diperlukan mekanisme yang bisa mewadahi hal tersebut di
Mahkamah Konstitusi. Baik melalui amandemen Undang-Undang
Dasar 1945, perubahan pada UU MK, atau dengan judicial
interpretation.

2. Jika kewenangan constitutional complaint benar-benar ingin menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusional.
Maka para hakim harus mengambil kasus-kasus konkret dan tidak
serta merta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus-kasus yang
bersubstansi pengaduan konstitusional dengan dalih bahwa belum ada
kewenangannya yang tertuang dalam konstitusi. Para hakim harus
berani untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran yang mampu
mendorong lahirnya yurisprudensi tetap bahwa Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk mengadili, memutus perkara pengaduan

konstitusional.
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